
BUPATI PACITAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN 
, NOMOR : 3 TAHUN 2011 . 

TENTANG.' , ' 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20 T A H U N 2007 TENTANG 
ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN PACITAN 

DENG AN RAHMAT TUHAN YANG M A H A ESA 

•\ - ' . - ; \ V ' ' B U P A T I P ^ . . 

a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Administrasi 
Kependudukan di Kabupaten Pacitan dan untuk melaksanakan ketentuan 
pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang 
Pelaksanaan Uhdang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten 

. ^...Pacitan 'Nomor .20. Tahun.-2007 .;.tentang:;:Organisasi Dinas Daerah 
. , • : Kabupaten Pacitan; " . '̂  

b. bahwa guna, mel.aksanakan ketentuan tersebut. pada huruf a diatas, maka 
perlu menelapkan Peraturan Daerah tentang Pembahan Alas Peraturan 
Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Orgamsasi Dinas Daerah Kabupaten 
Pacitan. 

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
, •.; daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi JawaTimur;. 
• 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah 
(Lembaran Negara Taliun 2004 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4437). sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhlr dengan 
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 

. . . ., Nomor 59, Tambahan Lembaran tJegara Nomor 4844); : 
'A.. Peraturan Pemerintah Nomor..38 Tahim 20Q7 tentang Pembagian Unisan 

Peiherintahan Ahtara. Pemenntah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan 
Pemenntahan Daerah Kabupaten/Kota; 

5. Peraturan. Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 
Daerah; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Administrasi 
Kependudukan ; . ;.' 

•. .7. Peraturan Menteri.Dalam NegeriJNomor 57.,Tahun 200,7,tentang Petunjuk 
• Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; •• • . 

8. Peraturan Daerah Kabupaten . Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 taitang 
Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pacitan Nomor.25 Tahun 2007); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pacitan Nomor 27 Tahun 2007).. . : • 

Menimbang 

Mengingat 



' ' Dengaq Persetujuan Bersama . ' 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN PACITAN 

dan 

BUPATI PACITAN 

MEMUTUSKAN: -

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 20 TAHUN 
2007 TENTANG ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN 
PACITAN ; , ; • . 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 tentang 
Orgamsasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Pacitan Nomor 27 Tahun 2007), diubah sebagai berikut: 

1. Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

' Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah Kabupaten Pacitan, 
terdiiidari: 
a. Dinas Pendidikan; • 
b. Dinas Kesehatan; 
c. •. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga; 
d. ' DinasBmaMargadanPengmrah;: •• 
e. Dinas CiptaKaiya, Tata Ruahg dan Kebersihan; , 

. • f. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;. 
, g. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan.Transmigrasi; 

h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 
i . Dinas Tanaman Pangan dan Petemakan; 

j . Dinas Kehutanan dan Perkebunan; 
k. Dinas Kelautah dan Perikanan; 
I . Dinas Perhubungan,K6muhikasi dan Informatika; 
m. , Dinas Pertambahgan dan Energi; " V 

' D. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset. 

2. Bagian kedelapan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Bagian Kedelapan 
•• Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

.3.- Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: - -

r ': ' PasaU7 

(I) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri 
• dari: 

a. . Kepala Dinas; , , 
• b. Sekretariat, inembawahi: • 

• 1 Sub Bagian Umiim" dan Kepegawaian;; ; . " 
' 2 ' Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan . 
.:3 . Sub Bagian Keuangan! 

c.' Bidang Administrasi Kependudukan, membawahi: 



1. Seksi Identitas Penduduk; dan 
2. Seksi Perpindahan Penduduk. 

d. Bidang Perkembangan Kependudukan, membawahi: 
1. Seksi Perkembangan dan Ferencanaan Penduduk; dan 
2. Seksi Informasi Penduduk. 

e. Bidang Pencatatan Sipil, membawahi: 
1. Seksi Pelayanan Akta; dan 
2. Seksi Pencatatan Akta. 

f. Unit Peiaksana Teknis Pelayanan Kependudukan; 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Nama-nama UPT sebagaimana dimaksud ayat (1) hiuuf f diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Bupati. 

(3) Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal18 

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan imsur peiaksana 
teknis Teknis Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris 
Daerah. 

(2) ' Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas 
melaksanakan urusan rumah tangga Daerah di bidang Administrasi 
kependudukan yang meliputi Pendaitaran Penduduk, Pencatatan Sipil, 
Pengelolaan Data dan Pengelolaan Dokumen Kependudukan. 

(3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi: 
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kependudukan dan catatan 

sipil; 
b. Penyelenggaraan urusan kependudukan dan catatan sipil serta 

pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; 
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kependudukan dan 

catatan sipil; dan 
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 29 

(1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 
Aset terdiri dari: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat, membawahi: 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
2. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan 
3. Sub Ba^an Keuangan. 

c. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahi: 
1. Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan; 
2. Seksi Pena^han; dan 
3. Seksi Keberatan dan Restitusi. 

d. Bidang Pendapatan, membawahi: 
1. Seksi Pendapatan Asli Daerah; 
2. Seksi Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya; dan 
3. Seksi Pembukuan Pendapatan. 



, e. Bidang Keuangan, membawahi: 
1. Seksi Anggaran; 
2. . Seksi Pembukuan Pembiayaan; dan 

'3.,-.SeksiVerifikasi. . . • 
• f. Bidang Ase(, membawahi:; • ^ ' . / . . 

. , - . , 2; • Seksi Pemelihafaan; dan 
3, . Seksi Inventarisasi dan Penghapiisan. 

g. Bidang Akuntansi dan Penatausahaan Keuangan, membawahi: 
1 . ' Seksi Akuntansi; 
2. Seksi Perbendaharaan; dan 
3. Seksi Kas Daerah.. . 

h. ' Unit PelaksanaTekhis Pengelola Pasar; ,'• 
• i . ' Unit Peiaksana Teknis. Pengelola Bea Perolehan Hak Atas Tanah 

dan Bangunah, dan Pajak Bumi dan Bangunan; 
j . Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Nama-nama UPT sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) hunif h diatur lebih 
. lanjut dengan Peraturan Bupati. . . . 

(3) Struktur OrganisasiVDinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan 
- Aset sebagainiiia t'erciitum dalam' Lampiran XIV Peraturan Daerah 

• - I. V- " '•• • '' ' '' " • • • 
6. Lampiran VIH diubah' dan selanjutnya berbunyi sebagaimana 

dimaksud dalam Lampiran I Peraturan ink 

7. Lampiran XIV ' diubah.-dan selanjutnya berbunyi sebagaimana 
dimaksud dalam Lampiran I I Peraturan ini :. 

'•-•pasalir- ' 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan. 

. . . Ditetapkan di Pacitan 
Padatanggal 0 1 - 03 - 2011 

. : BUPATI PACITAN 

INDARTATO 



c. Bidang Keuangan, membawahi: 
1. Seksi Anggaran; 
2. Seksi Pembukuan Pembiayaan; dan 
3. Seksi Verifikasi. 

f. Bidang Aset, membawahi: 
1. Seksi Ferencanaan Kebutuhan dan Pengadaan; 
2. Seksi Pemeliharaan; dan 
3. Seksi Inventarisasi dan Penghapusan. 

g. Bidang Akuntansi dan Penatausahaan Keuangan, mcmbawalit: 
1. Seksi Akuntansi; 
2. Seksi Perbendaharaan; dan 
3. Seksi Kas Daerah. 

h. Unit Peiaksana Teknis Pengelola Pasar; 
i . Unit Peiaksana Teknis Pengelola Bea Pcrolehan Hak Atas Tanah 

dan Bangunan, dan Pajak Bumi dan Bangunan; 
j . Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Nama-nama UPT sebagaimana dimaksud ayat (1) hiunf h diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Bupati. 

(3) Struktur Organisasi Dinas Pendsqiatan, Pengelolaan Keuangan dan 
Aset sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Daerah 
ini. 

6. Lampiran V I I I diubah dan selanjutnya berbunyi sebagaimana 
dimaksud dalam Lampiran I Peraturan ink 

7. Lampiran XIV diubah dan selanjutnya berbunyi sebagaimana 
dimaksud dalam Lampiran I f Peraturan ini 

Pasal I I 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan. 

Ditetapkan dt Pacitan 
Padatanggal 1 - 3 - 2 0 1 1 

BUPATI PACITAN 

Cap.ttd 

INDARTATO 
Diundangkan di Pacitan 
PadaUnggal lMaret2011 

SEKRETARIS DAERAH 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011 NOMOR 3 



STRUKTUR ORGANISASI LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN 
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL NOMOR : 3 T A H U N 2 0 1 1 

KABUPATEN PACITAN TANGGAL t 01 - 03 - 2 0 1 1 

KEPALA DINAS 

JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIAT 
• r 

^ -1 , , . 
. SUB BAGIAN SUB BAGIAN . - SUB BAGIAN -

UMUM DAN KEPEGAWAIAN PROGRAM, EVALUASI DAN KEUANGAN . .. 
PELAPORAN 

BIDANG- ; 
ADMINISTRASI 

KEPENDUDUKAN 

SEKSI 
. IDENTITAS PENDUDUK 

SEKSI 
PERPINDAHAN PENDUDUK 

T 
BIDANG 

PERKEMBANGAN -
KEPENDUDUKAN 

• SEKSI 
PERKEMBANGAN DAN 

PERENCANAAN PENDUDUK 

SEKSI 
INFORMASI PENDUDUK 

. BIDANG .. 
PENCATATAN SIPIL 

SEKSI • 
, PELAYANAN AKTA . - • 

SEKSI 
• ; • PENCATATAN AKTA; • .. 

UPT 
PELAYANAN 

KEPENDUDUKAN 

B U P A T I P A C I T A N 

I N D A R T A T O 



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN, 
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET 

KABUPATEN PACITAN 

LAMPIRAN I I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN 
NOMOR : 3 T A H U N 2 0 1 1 
TANGGAL i Q' - - 2 0 1 1 

KEPALA DINAS 

JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIAT JABATAN FUNGSIONAL SEKRETARIAT 

BIDANG 
PENDATAAN DAN 

PENETAPAN 

BIDANG 
PENDAPATAN 

SEKSI 
PENDATAAN, PENDAFTARAN DAK 

PENETAPAN 

SEKSI 
PENAGIHAN 

SEKSI 
KEBERATAN DAN RESTITUSI 

SEKSI 
PENDAPATAN ASU DAERAH 

SEKSI 
DANA PERIMBANGAN DAN 

PENDAPATAN LAINNYA 

SEKSI 
PEMBUKUAN PENDAPATAN 

SUB BAGIAN 
UMUM DAN KEPEGAWAIAN 

SUB BAGIAN 
PROGRAM. EVALUASI DAN 

PELAPORAN 

SUB BAGIAN 
KEUANGAN 

BIDANG 
KEUANGAN 

BIDANG 
ASET 

SEKSI 
ANGGARAN 

SEKSI 
PEMBUKUAN PEMBIAYAAN 

SEKSI 
VERIRKASI 

1 BIDANG 
AKUNTANSI DAN 

PENATAUSAHAAN KEUANGAN 

SEKSI 
JPERENCANAAN KEBUTUHAN DAM 

PENGADAAN 

SEKSI 
PEMEUHARAAN 

SEKSI 
INVENTARISASI DAN 

PENGHAPUSAN 

SEKSI 
AKUNTANSI 

SEKSI 
PERBENDAHARAAN 

SEKSI 
KAS DAERAH 

UPT 
PENGELOLA PASAR 

1 
UPT 

PENGELOLA BPHTB DAN 
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 

B U P A T I P A C I T A N 

I N D A R T A T O 


